BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia  (KBBI)  dapat
didefenisikan sebagai sifat patuh, ketaatan dari setiap warganya terhadap peraturan
dan undang-undang. Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang

menjelaskan suatu kondisi di terhadap pemerintah atau aturan

yang diberikan, dikemukaka enurut peraturan pemerintah
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wajib pajak terhadap kewaj gan tetap berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan yang tele etapkan.

Pengetahuan dan pemahaman itu merupakan bagian dari motivasi instrinsik
yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri, dan motivasi
ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari
aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Begitu juga dengan sanksi
pajak, sebagaimana menurut peneliti terdahulu (Desi, Ramdani,dkk) mengemukakan
bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2013 tentang
wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak
patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan

pajak yang telah memperoleh izin mengangsuratau menunda pembayaran pajak.
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mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian
pada penelitian penulis.

Dalam penelitian ini adapun variable yang sama dengan variable penelitian
terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilannya dengan tepat
waktu dan tidak pernah melakukan penunggakan dalam membayar pajak
penghasilannya dalam bidang UMKM. Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi



perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan

penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-

hasil penelitian terdahulu sebagai berik
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2.2.2 Pengertian Akuntansi
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pulkan sebagai berikut :

1. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegitatan
(transaksi) organisasi atau perusahaan.

2. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan
pelaporan informs ekonomi yang beripa laporan keuangan.

3. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk

penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan.



4. Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu dalam ekonomi, untuk orang awam
mungkin mendefinikan akuntansi itu sebagai auatu kegiatan menghitung uang,
dan memanage keuangan saja, defenisi itu tidak salah hanya saja dalam
akuntansi  tidak hanya berkaitann dengan perhitungan uang saja tapi ada

beberapa proses dalam suatu siklus akuntansi.

2.2.3 Fungsi Akuntansi

Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan
informasi berupa dat@engambilan keputusan.

Setiap perusahaan membutuh cam i i tentang perusahaannya, yaitu
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a. Akunt Uanga QUALITY
Berkaitan dengan pencatatan ‘transaksi pefusaha

ekstern maupun intern perusahaan

secara periodik ‘untuk pihak

b. Akuntansi pemeriksaan
Auditing merupakan bidang akuntansi dalam pemeriksaan laporan keuangan,
auditor memeriksa laporan keuangan dari suatu entitas apakah sudah sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah ataukah tidak sesuai. Dari hasil auditnya
seorang auditor akan memberikan opini terhadap laporan keuangan entitas
tersebut.

c. Akuntansi perpajakan



Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang memfokuskan terhadap
perhitungan pajak dari suatu entitas, suatu perusahaan memang ada yang
memiliki staff yang memang ahli dalam bidang perpajakan, namun apabila tidak
mempunyai staff ahli terdapat konsultan pajak yang biasa memberikan jasa
perpajakan kepada suatu entitas.

d. Akuntansi pendidikan
Bidang akuntansi yang bergerak dalam bidang penyebaran pendidikan akuntansi.

e. Akuntansi manajemen

Bidang akuntansi a manajemen untuk
pengendalian dan penga
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b. Untuk menghitung laba atau rugisyang dieapai oleh perusahaan.

c. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan
dalam perusahaan. Baik pihak intern maupun ekstern.

d. Untuk mengendalikan dan mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki
perusahaan.

e. Untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam

mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.

2.2.6 Pemahaman Akuntansi



Pemahaman adalah sejauh mana kemampuan seseorang untuk mengerti atau
memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat. Dengan demikian
pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan seseorang untuk memahami
atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (body of
knowledge) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi
laporan keuangan. Sejauh mana kemampuan seseorang untuk memahami dan
mengerti dan paham betul akan akuntansi sebagai proses untuk mencatat semua
transaksi sampai dengan proses membuat laporan keuangan yang berguna bagi pihak-
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pengertian pajak adalah kontribusi wajib-képada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

Berdasarka P

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa
komponen yang WAJIB diketahui yaitu :
1. Pajak adalah kontribusi wajib warga negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara.

Dengan membayar pajak, seseorang tidak akan mendapatkan imbalan
langsung berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak itu sendiri berarti iuran atau

pungutan yang dipaksakan kepada seorang wajib pajak oleh negara menurut



peraturan yang berlaku. Dalam pajak, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan
lansung atau balas jasa. Biasanya pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya
digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya
tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

2.2.8 Jenis Pajak
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jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang
mendapat status pengusaha kena pajak. PPNBM adalah pajak yang dikenai
pada barang-barang mewah.Pengenaan PPnBM ini akan dikenakan kepada
barang mewah yang dihasilkan suatu produsen. Ataupun wajib pajak yang
mengimpor barang yang masuk dalam kategori barang mewah dalam
kegiatan barang mewah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ini hanya

akan dikenakan satu (1) kali saja pada saat penyerahan barang ke produsen.



Dasar hukun pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun
2000.

3. Bea materai
Bea materai didefinisikan sebagai pajak atas dokumen.Dokumen merupakan
sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau
elektronik,yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea

materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

Dasar huku ndang no.13 no 1985.
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Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo, (2002:5) “pajak



adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  digunakan  untuk = membiayai
penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Sesuai UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berikut jenis jenis
pajak daerah :
1. Pajak Provinsi terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor
b. Bea balik

Pajak bahan bakar“' :

ak air permukaan
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Q00
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an logam dan batyan
BERASTAGI

e. Pajal
f.
g. Pajak parkir

h. Pajak air tanah
I. Pajak sarang burung wallet
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.2.8.2 Jenis Pajak Menurut Sifatnya:

a.

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang
bersangkutan.Contoh : pajak penghasilan.



b. Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke
pihak lain.Contoh : pajak pertambahan nilai.

2.2.8.3 Jenis Pajak Menurut Pemungutannya :

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga Negara.Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB,
danbea materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakanuntuk @ pajak reklame, pajak

hiburany.dan lain-lain. i

a.
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2.2.8.6 Jenis Pajak Menurut Obyek Pajaknya :

a. Obyek pajak keadaan.Contoh : PPh dan PBB.

b. Obyek pajak kejadian.Contoh : bea keluar dan bea masuk.
c. Obyek pajak pemakaian.Contoh : bea cukai dan materai.
d. Obyek pajak perbuatan.Contoh : PPN dan BBN.



2.2.9 Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khusunya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
a. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan
(budgetair) : pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan

pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Penerimaan neg kedalam komponen
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d. Fungsi pajak yang keempat' adalah sebagai’ fungsi redistribusi pendapatan :

penerimaan negara dari pajak“digunakan k membiayai pengeluaran umum
dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan

tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.10 Wajib Pajak
2.2.10.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai kewajiban dan hak
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU



No0.28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No0.36 Tahun 2008 Tentang PPh dan UU No.42
Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya). Jenis wajib
pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan yang diterima. Berdasarkan penghasilan
yang diterima oleh orang pribadi, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi
menjadi :

a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima hasil dari pekerjaan.

contohnya : pegawai swasta, pegawai BUMN dan PNS.

b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha.

contohnya : pen te kering.
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‘ \ D (yang bukaliaha pokokn
e. Wajib™“pa badl @mata
- | ﬁdﬁslte-hadﬁh undia
f.  Wajib pajakserang pribad at atggne ‘
ohnya : bant\an,ﬁurrlbanga?

g. Wajib orang pri i@r@mz_i_qma‘a menerima pe
negeri.contohnya : bunga, royaltydari-luarriegeri (pph pasal 24) .
h. Wajib pajak orang pribad

ain yang

asilan yang

yang bukan
objek paj

an dari luar

ng. semata-mata menerima penghasilan dari
berbagaisumber. contohnya :pegawai swasta tetapi juga mempunyai rumah
makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

2.2.10.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
a. Hak



1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi  atau
membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis,
kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar
penetapan pajak.

2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap
ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.

3. Mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak, apabila keberatan

yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta m@w pemindah bukuan

S

an pajak kepajak au S un berikutnya.

jukan guga an pidana kalau ac
nimi kanmvemgfihﬁl’?»atam‘

kuan sehingga menimbulkan

gas pajak

rahasia

g <jumlah- , ’3“' genaan
an da aj@p Qd@am cara emasukkan
Surat Pemberitahuz (SPT)f“SQﬁapqramg’yang telah'menerimasSPT pajak dari

inspe me nyai kwswpm LITY
1. Mengisi SPT pajak itu. meénurut’keadaan ya

2. Menandatangani sendiri

ebenarnya

3. Mengambalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang
telah ditentukan.
Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah
ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang
bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib
pajak.
c. Kepatuhan Wajib Pajak



Menurut Siti Kurnia (2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan
wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.Menurut Puri
(2014), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.2.11 Pengetahuan Pajak
Menurut (Zuhdi et al.,2015) bahwa pengetahuan wajib pajak akan hak dan

kewajibannya merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan pajak %\en terpenting dalam

menjalankan, sistem kepatuha cara dan juga menentukan perilaku
wajib alam kepatuhann. pajak secara.self. assessment : Hal ini
dikaren ntuk bisa menjalankaniself assessement siste 3 aka wajib
pa s an yang sangat penting.Tanp € e

tentang pa 0 self assess.1t sistem i ak : in"secara
penuh sef an pajak juga ah atau tidak da aksimalkan.
Pengqiill N »'\q‘ : pepatgj a@ @ proses dim ““W b pajak
mengetahur'te g perpajakan GQ aﬁeﬁ Qpen . untuk membayar

pajak  resmi asil T)Fnehﬂglrr-"tﬁr’dahulu

menunjukk a peng h@u)yj@t_;qbukti

kepatuhan pajak di Indonesiasy, &9 E A S TAGH

NMahyu,dkk.,2020)
tif terhadap

2.2.12 Sanksi Pajak

Menurut Syarifudin (2016). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat (preventif)
bahwa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun pandangan terhadap
sanksi perpajakan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai

indikator antara lain :



a. Sanksi pidana yang digunakan atau yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak
cukup berat.

b. Sanksi administrative yang dikenakan terhadap pelanggar aturan pajak sangat
ringan.

c. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk
mendidik wajib pajak.

d. Sanksi pajak yang dikenakan pada pelanggarannya tidak ada toleransi.

Pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat dinegosiasi.
Diharapkan @ dapat mematuhi dan

menaati jingga mereka 2patuhan yang ggi dalam
memba . Sebagaimana WI'YAT‘IUTF‘- lu(Desi,Ramdani,dkk) bahwa

arsial“berpengaruh' positif d ‘ terhadap

sanksi
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2.3 Kerangka Berpikir

Dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap undang-undang untuk memenubhi
kewajiban wajib pajak UMKM, fungsi pemahaman dan pengetahuan akan akuntansi
dan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan.Oleh karena itu selain
fungsi pemahaman dan pengetahuan yang harus dijalankan oleh pemerintah juga
perlu dibarengi dengan upaya penegakan hukum (tax enforcement). Diwujudkan

dalam pengenaann sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang

diharapkan dalam pe

I merupakan sua akan bagi seseoramg yang tidak
ajak tidak

asi Wajlb

uran. San merupakan alat pencegah agar
(Mardiasmo,’ 2616?5’9)~:Sa
a wajib pajak berpikir bahwa sank: . akin

anya sanksi .ak dapat

mematuk &
ghubungkan sank

jak menurut Ra | i
(2012:140), an'pa (Qengaﬁn)k e ereka bertikir adanya

sanksi berat 4K ndakan |Iléga|—dalgnrmhanya 1 nyeludupan pajak.

Tindakan an sanks e@tw /ﬁgtqui-rjiig jibpajak eksi dengan
administrasi yang baik dan'terintegritas ‘serta ‘melalui aktivitas pemeriksaan oleh
aparat pajak yang berkompeten damsmemilikivintegritas tinggi, melakukan tindakan

Wajlb

tax evasion.”’

Selanjutnya  Menurut  B.llyas Wirawan dan Richard (2013:65)
mengemukakan bahwa “Wajib pajak yang kenakan sanksi pajak baik sanksi
administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Oleh karenanya wajib
pajak perlu mengetahui dan memahami berbagai macam sanksi yang diatur dalam
perundang-undangan pajak agar terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian
atau pengenaan sanksi dalam undang undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk

pertama terciptanya tertib administrasi  dibidang perpajakan dan kedua untuk



meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam  memenuhi kewajiban-kewajiban
perpajakan.”’

Pendapat ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gunarso, Ratih,dan Fauziah ; 2016)
menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai wajib

pajak patuh, diantara an benar, menghitung

dengan benar, dan membayar in teori kepatuhamy(compliance

theory) pakan teori yang.menjelaskan suatu._kondisi dimana seseerang taat

terhada g au_afurran’ yangy diberikan.’ Kepatu

perilaky arkan pada pemahaman dan penge an
i pajak defgan tetap b _. adasperaturan

elah @a@ .@ngan an tentang

perhl ntansi- pe asilan~dan- pengetahuan
pajak K. : wajgajg)alQ ana

pajaknya dengan waktu dan t"dak‘meilaktrkah penghinda pajak. Dengan kata

lain, Penge dan Peémahaman merupakan;bagianig otiv trinsik yaitu
motivasi yang datangnya dari dalam.diri‘individt-itusendiri, dan motivasi ekstrinsik

perundan

pada wajib

tunggakan

yaitu motivasi yang datangnya da ar_individu, seperti dorongan dari aparat pajak
untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pertama, Pemahaman dalam akuntansi merupakan pemahaman untuk
melakukan dan atau menjalankan proses pencatatan semua transaksi sampai
pembuatan laporan keuangan. Kedua, Pengetahuan akan pajak/perpajakan merupakan
pengetahuan akan peraturan perpajakan, tata cara perhitungan dan pembayaran
pajak. Kedua pengertian tersebut sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, dimana wajib pajak bisa mencatat hasil transaksi penjualannya, dan
mengetahui (mengerti) cara menghitung pajak penghasilannya maka wajib pajak



akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Sebagaimana hasil peneliti
terdahulu (Desi Ramdani Putra., 2019) menunjukkan bahwa pemahaman dan
pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Didukung dengan adanya sanksi pajak dimana sanksi pajak merupakan alat
pencegah dan jaminan bahwa wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan (norma pajak). ketiga elemen tersebut akan sangat

penting dalam kepatuhan pembayaran kewajiban pelaku UMKM. Disamping mereka

dengan ringan tanga ng berwajib juga akan

sangat terbantu jika wajib “m.kewajibanny dengan tepat

waktu.
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Sanksi Pajak

Gambar 2.1



2.4 Defenisi Operasional
2.4.1 Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib
pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilan UMKM nya dengan
tepat waktu dan tidak pernah melakukan penunggakan dalam membayar pajak.
variable dependen adalah variable yang hasilnya dipengaruhi dan terikat oleh variable
independen. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib

pajak.kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai

wajib pajak patuh, di

menghitungsdengan benar, da“-

1 AS :
en dalam penelitian ini adalah :

2.4. . 3 Al ansi .
1 i ada@kﬁn@n ses

mengert Kuntans & ﬁao—s&pe&ngkat—p
ulai

CQ&I’I ansa

keuangan. Akun { rupakan\suatu ‘bentuk' perhitunga 0 pencatatan data
transaksi an sejauh a@tgwrp_pljapve g g untu ahami atau

mengerti dan paham betul akan’akuntansi'sebagai proses untuk mencatat semua

»mengisi dengan benar,

2.4.2 Ve I en” NIV

RSIT

ahami atau

0 Iedge)

maupun seba adi Iaporan

transaksi sampai dengan proses Juat laperan keuangan yang berguna bagi pihak-
pihak yang membutuhkan laporann keuangan tersebut.

2.4.2.2 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan
mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan
menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak,
melaporkan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan pajak merupakan salah satu elemen
terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga



menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak secara self assessment
sistem secara utuh maka wajib pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa
mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip self assessment sistem ini tidak
dapat berjalan secara penuh sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan rendah atau

tidak dapat dimaksimalkan.

2.4.2.3 Sanksi pajak
Sanksi pajak

peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma an di aati/dipatuhi depgan kata lain
erupakann ala egah bahwa wajib pa jak tidak rr
perpajaka Inksi' pajaks dapat’diukur. dengan indikator_sebage

"‘T : anakan dengzirl_tegas, sanksi

kecilny an,.dan Sanksi harus §esuai dengan

Q00

0000,

Menur 0 (20I9'6‘3) h|p0t€§!§ “merup

terhadap masala e@Ug\ p_l_rpq-rayr musan mase eneliti telah
menyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaah: Dikatakan sementara, karena jawaban

yang diberikan baru didasarkan “pada,teori g relevan, belum didasarkan pada

sanksi paj Den ggar norma

tercipta

berlaku

L

Naban sementara

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka
berpikir diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
Hi: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Karo
H>: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Karo
Hiz: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

Kabupaten Karo
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